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ABSTRAK

Aktivitas bongkar muat kapal perikanan merupakan salah satu kegiatan utama di pelabuhan
perikanan. Penerapan kebijakan PNBP Pascaproduksi melalui PERMEN KP No. 2 Tahun 2023
memunculkan perubahan signifikan dalam praktik tersebut, khususnya di PPN Palabuhanratu.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan tersebut terhadap jumlah kapal
pascaproduksi, fasilitas bongkar muat, serta tenaga kerja di pelabuhan. Metode yang digunakan
adalah observasi lapangan dan wawancara yang dilaksanakan pada 17 Juli hingga 5 Agustus
2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kapal pascaproduksi mengalami peningkatan
dari 60 unit menjadi 87 unit, yang disebabkan oleh migrasi izin dan perpindahan pelabuhan
pangkalan. Namun, fasilitas bongkar muat belum mengalami perubahan signifikan selain
penambahan selasar bongkar muat. Di sisi lain, tidak terdapat penambahan tenaga kerja, melainkan
hanya perubahan formasi shift untuk mendukung efisiensi kegiatan bongkar muat.

Kata Kunci: Bongkar muat; pascaproduksi; pnbp; tenaga kerja; fasilitas pelabuhan

ABSTRACT

The loading and unloading of fishing vessels are among the main activities at fisheries ports.
The implementation of the post-production non-tax state revenue policy under Ministerial Regulation
of Marine Affairs and Fisheries No. 2 of 2023 has brought significant changes to this practice,
particularly at PPN Palabuhanratu. This study aims to analyze the policy’s impact on the numbers
of post-production fishing vessels, unloading facilities, and labor at the port. The research employed
field observations and interviews conducted from July 17 to August 5, 2024. The findings indicate
an increase in the number of post-production vessels from 60 to 87 units, driven by license migration
and changes in base ports. However, unloading facilities have not undergone substantial
improvements, apart from the addition of an unloading corridor. Moreover, there has been no
increase in supporting labor; only a shift reformation was made to improve operational efficiency.

Keywords: Loading and Unloading; Post-Production; NTSR; Labour; Port Infrastructure
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PENDAHULUAN

Kegiatan bongkar muat kapal perikanan
memegang peranan penting dalam implementasi
kebijakan perikanan, mencakup proses penimbangan
hasil tangkapan hingga perhitungan langsung
pemungutan pendapatan negara bukan pajak PNBP
(Kirwelakubun et al., 2018). Menurut Lubis (2011),
pelabuhan perikanan berkontribusi dalam
meningkatkan perekonomian desa pesisir dengan
mendukung perkembanganusaha perikanan dari skala
kecil hingga besar. Berdasarkan PERMEN KP No. 8
Tahun 2012, pelabuhan perikanan berfungsi sebagai
sarana pelayanan dan penyediaan fasilitas untuk
mendukung kegiatan usaha perikanan di wilayah
pelabuhan.

PERMEN KP No. 8 Tahun 2012 mendefinisikan
pelabuhan perikanan sebagai kawasan darat dan
perairan dengan batas tertentu yang digunakan untuk
kegiatan pemerintahan serta aktiv itas bisnis
perikanan, tempat kapal bersandar, berlabuh, dan
melakukan bongkar muat ikan, serta dilengkapi
dengan fasil itas keselamatan dan penunjang
perikanan (Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia 2012). Selaras dengan itu,
Scheffczyk (2009) menjelaskan bahwa pelabuhan
perikanan merupakan bagian vital dari industri
perikanan nasional yang berfungsi sebagai basis
operasional dan dilengkapi dengan fasilitas untuk
mendukung kegiatan penangkapan, bongkar muat,
dan distribusi ikan. Fasilitas pelabuhan perikanan
dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: (1) Fasilitas
pokok, seperti breakwater, dermaga, kolam
pelabuhan, dan alur pelayaran; (2) Fasilitas
fungsional, termasuk tempat pemasaran ikan, alat
navigasi, instalasi air bersih dan BBM, serta tempat
perbaikan jaring; dan (3) Fasilitas penunjang, seperti
balai nelayan, mess operator, wisma, tempat ibadah,
MCK, toko, dan pos keamanan.

Kegiatan bongkar muat kapal perikanan sangat
bergantung pada ketersediaan fasil itas yang
disediakan oleh pelabuhan perikanan. Sebagai bagian
dari fungsinya, pelabuhan wajib memiliki struktur
seperti breakwater untuk meredam ombak yang dapat
mengganggu proses bongkar muat, mengingat
tingginya arus lalu lintas kapal di kawasan tersebut.
Fasilitas penting lainnya adalah cold storage, yang
berfungsi mempertahankansuhu hasil tangkapan agar
kualitas ikan tetap terjaga. Selain itu, keberadaan alat
angkut ikan sangat krusial dalam meningkatkan
efisiensi waktu bongkar muat, karena proses yang
terlalu lama dapat menurunkan mutu ikan. Efisiensi
dalam kegiatan ini tidak hanya menjaga kualitas hasil
tangkapan, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan

pelabuhan terhadap kapal perikanan (Asshiddiqi,
2023).

KKP menerbitkan PERMEN KP No. 2 Tahun 2023
yang mengatur ketentuan dan prosedur penetapan
tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP), khususnya dari pemanfaatan sumber daya
perikanan. Regulasi ini memisahkan antara pungutan
pengusahaanperikanan sebelum penerbitan SIUP dan
pungutan hasil perikanan pascaproduksi, termasuk
skema kontrak. Sebelumnya, kebijakan ini dimulai
melalui PERMEN KP No. 38 Tahun 2021 yang
mencakup PNBP praproduksi, pascaproduksi, dan
sistem kontrak. Seiring implementasinya, skema
praproduksi yang memungkinkan pembayaran lebih
rendahberdasarkanestimasihasil tangkapandihapuskan,
dan difokuskan sepenuhnya pada mekanisme PNBP
pascaproduksi (Luthfia, 2023). PPN Palabuhanratu
menerapkankebijakaninidenganmewajibkankapaldiatas
30 GT dan/atau yang beroperasi di luar 12 mil laut untuk
bermigrasikeperizinanpusatgunamemenuhipersyaratan
PNBP pascaproduksi. (PPN Palabuhanratu 2015 dalam
Wahyudi et al.,2018).

Kecepatan bongkar muat kapal perikanan
dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain
ketersediaan tenaga kerja, fasi l i tas logistik
perusahaan, dan infrastruktur yang disediakan oleh
pelabuhan. Di Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar,
keterbatasan tenaga kerja—khususnya buruh manol
yang memindahkan hasil tangkapan dari kapal ke
kendaraan pengangkut—telah terbukti menghambat
proses bongkar muat (Lestari et al 2017., Bachtiar,
2022., Hutapea et al., 2018). Berdasarkan faktor-faktor
tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
perubahan jumlah kapal perikanan pascaproduksi di
PPN Palabuhanratu tahun 2023–2024, menganalisis
perkembangan fasilitas pelabuhan dalam mendukung
implementasi PERMEN KP No. 2 Tahun 2023, serta
membandingkan jumlah tenaga kerja yang terlibat
dalam kegiatan bongkar muat sebelum dan sesudah
kebijakan tersebut diterapkan.

DINAMIKARISET

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli hingga
Agustus di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)
Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa
Barat, yang terletak pada koordinat 6°59’22.70" LS
dan 106°32’31.96" BT. Lokasi ini berada di pesisir
selatan Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan
Samudera Hindia melalui Teluk Palabuhanratu. Alat
yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi
buku catatan, alat tulis, perangkat dokumentasi, dan
kuesioner. Peta lokasi penelitian disajikan pada
Gambar 1.
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Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi
hasil wawancara dengan pelaku usaha perikanan yang
terlibat dalam kegiatan kapal pascaproduksi, data
operasional kapal pascaproduksi di PPN
Palabuhanratu pada tahun 2023–2024, serta data
tenaga kerja yang mendukung kegiatan
pascaproduksi di lokasi tersebut. Wawancara dan
observasi dilaksanakan selama satu bulan terhadap
nelayan kapal pascaproduksi, tenaga kerja bongkar
muat (TKBM), pemilik dan pengurus kapal, serta
petugas lapangan yang berperan dalam aktivitas
pascaproduksi. Selain itu, dilakukan validasi data
melalui metode expert judgement dengan
mewawancarai kepala pelabuhan sebagai narasumber
utama.

Penelitian ini dilaksanakan secara langsung di
lapanganuntuk memperolehdataempirisyang relevan.
Pendekatan field research merupakan salah satu
metode dalam penelitian kualitatif, di mana peneliti
terlibat langsung dalam pengamatan terhadap
fenomena yang diteliti (Usman & Akbar, 2017). Dalam
konteks ini, peneliti melakukan observasi terhadap
aktivitas bongkar muat kapal pascaproduksi yang
berlangsung di dermaga PPN Palabuhanratu,
Kabupaten Sukabumi.

Analisis data dalam penelitian ini merujuk pada
pendekatan kebijakan publik menurut Simatupang
(2003) Yang menyatakan bahwa suatu kebijakan
publik, seperti PERMEN KP No. 2 Tahun 2023,
bersifat mengikat bagi masyarakat yang terlibat dalam
sektor terkait—dalam hal ini, pelaku usaha kapal
perikanan pascaproduksi, khususnya pemilik dan

penguruskapal. PPN Palabuhanratu berperan sebagai
perpanjangan tangan pemerintah dalam menerapkan
kebijakan ini di lapangan, dengan fungsi utamasebagai
fasilitator. Penelitian ini menganalisis bagaimana
peran tersebut dijalankan oleh pemerintah melalui
PPN Palabuhanratu dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang terdampak oleh kebijakan
tersebut.

Data jumlah kapal perikanan pascaproduksi tahun
2023–2024 diperoleh langsung dari PPN
Palabuhanratu. Data tersebut dianalisis untuk
mengidentifikasi perubahan jumlah kapal selama
periode penerapan kebijakan. Wawancara dengan
nelayan, TKBM, pemilik, dan pengurus kapal
dianalisis menggunakan metode gap analysis
dengan pendekatan selang kelas. Hasil wawancara
kemudiandievaluasi dan diintegrasikanuntuk disajikan
dalam bentuk grafik penilaian pemanfaatan fasilitas
bongkar muat kapal pascaproduksi. Sementara itu,
jumlah tenaga kerja dianalisis melalui observasi
lapangan dan wawancara dengan petugas pelabuhan,
pengurus kapal, serta TKBM.

ANALISIS PERMASALAHAN
Kapal Perikanan Pascaproduksi di PPN
Palabuhanratu

PPN Palabuhanratu telah lama menjadi lokasi
operasional bagi kapal-kapal perikanan berukuran di
atas 30 GT yang termasuk dalam kategori
pascaproduksi. Menyusul penerbitan PERMEN KP
No. 2 Tahun 2023, pihak pelabuhan segera
menyelenggarakan sosialisasi terkait pengalihan izin

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian.
Figure 1. Research Location Maps.
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penarikan PNBP dari sistem praproduksi ke
pascaproduksi. Menurut Kepala PPN Palabuhanratu,
kapal yang memenuhi kriteria pascaproduksi diberikan
tenggat waktu hingga Desember 2023 untuk
melakukan penyesuaian izin sesuai dengan kebijakan
tersebut.

Pada tahun 2024, terjadi peningkatan jumlah kapal
pascaproduksi di PPN Palabuhanratu yang
disebabkan oleh migrasi izin kapal perikanan dari
sistem praproduksi ke pascaproduksi, serta peralihan
pelabuhan pangkalan ke PPN Palabuhanratu.

Berdasarkan ketentuan dalam PERMEN KP No. 28
Tahun 2023, kapal perikanan diperbolehkan
mengajukan penyesuaian Surat Izin Usaha Perikanan
(SIUP) dalam rangka perubahan pelabuhan
pangkalan, daerah penangkapan, pelabuhan muat,
maupun pengurangan usaha (Kementerian Kelautan
dan Perikanan Republik Indonesia, 2023). Akibat dari
penyesuaian tersebut, jumlah kapal pascaproduksi
meningkat dari 60 unit pada tahun 2023 menjadi 87
unit pada tahun 2024, dengan total penambahan
sebanyak 27 kapal.

Gambar 2. Jumlah Kapal Perikanan Berdasarkan Persebaran Ukuran (GT) di PPN Palabuhanratu Tahun 2023-
2024.

Figure 2. Number of Fishing Vessels Based on Size Distribution (GT) at PPN Palabuhanratu in 2023–2024.

Gambar 2 menampilkan perbandingan jumlah
kapal perikanan berdasarkan kelompok ukuran GT
(Gross Tonnage) pada tahun 2023 dan 2024.
Kelompok ukuran 6–30 GT menunjukkan peningkatan
paling signifikan, dari 33 unit pada tahun 2023 menjadi
53 unit pada tahun 2024. Sementara itu, kelompok
ukuran lainnya, seperti 33–42 GT, 43–50 GT, dan 52–
60 GT, mengalami perubahan yang relatif kecil.
Kelompok kapal berukuran 80–147 GT juga mencatat
peningkatan, dari 7 unit menjadi 12 unit pada tahun
2024.

Fasilitas Bonkar Muat

PPN Palabuhanratu memiliki fasilitas bongkar
muat yang tergolong lengkap dan dapat dimanfaatkan
oleh pelaku usaha perikanan, bahkan sebelum
diterapkannya kebijakan PNBP pascaproduksi.
Beberapa fasilitas yang telah tersedia antara lain
timbangan, drum ikan untuk menampung hasil

tangkapan berukuran kecil hingga sedang seperti
tongkol, dermaga bongkar muat bagi kapal yang
bersandar, serta roda dorong sebagai alat bantu
transportasi ikan. Berdasarkan PERMEN KP No. 8
Tahun 2012, fasi l i tas pelabuhan perikanan
diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu fasilitas
pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang,
yang seluruhnya tersedia di PPN Palabuhanratu
(Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia, 2012). Tabel 1 menyajikan fasilitas pokok
pelabuhan yang sebagian besar juga dimanfaatkan
oleh kapal pascaproduksi.

Selain fasilitas pokok yang dijelaskan di tabel 1
terdapat juga fasi l i tas pokok lainnya yang
mempengaruhi aktiv itas bongkar muat kapal
perikanan pascaproduksi yaitu alat bantu bongkar
muat yang disediakan oleh PPN Palabuhanratu.
Fasilitas penunjang lainnya yang dimiliki oleh PPN
dapat dilihat pada tabel 2.

9-17
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Tabel 1. Fasilitas Pokok PPN Palabuhanratu
Table 1. Primary Facilities of PPN Palabuhanratu

No Fasilitas Luas Satuan Keterangan
1 Lahan Pelabuhan 85.916 m² Baik
2 Kolam I Pelabuhan 30.000 m² Mengalami Pendangkalan
3 Kolam II Pelabuhan 20.000 m² Mengalami Pendangkalan
4 Daratan – Tanah 35.916 m² Baik
5 Dermaga I 509 m Baik
6 Dermaga II 240 m Baik

7
Dermaga/Turap areal depo

pemasaran
60 m Rusak

8 Breakwater 669 m Baik

Tabel 2. Fasilitas Penunjang Bongkar Muat Kapal Perikanan Pascaproduksi
Table 2. Auxiliary Facilities for Post-Harvest Handling and Unloading of Fishing Vessels

No Fasilitas Jumlah Unit Keterangan
1 Alat bantu angkut (Dorongan) 4 Baik
2 Alat bantu angkut (drum ikan) >20 Baik
3 Slider 3 Perlu Perbaikan
4 Timbangan Online 4 Perlu Perbaikan
5 Selasar 4 Baik

Tabel 1 dan tabel 2 divalidasi melalui wawancara
dengan salah satu pegawai PPN Palabuhanratu, yang
menyatakan bahwa hanya sebagian fasilitas bongkar
muat yang digunakan secara rutin oleh TKBM
maupun dirinya. Fasili tas yang paling sering
dimanfaatkan adalah timbangan online, selasar, dan
drum ikan, sementara fasilitas lainnya tidak digunakan
dan sebagian besar tidak berfungsi. Salah satu TKBM
juga mengungkapkan bahwa alat seperti slider dan
roda dorong tidak digunakan karena medan bongkar
muat tidak sesuai . Khusus untuk sl ider,
sambungannya dinilai terlalu tajam sehingga berisiko
merusak kuali tas ikan akibat goresan pada
permukaan tubuh ikan.

Sumberdaya Manusia PPN Palabuhanratu

Aktivitas bongkar muat kapal perikanan sangat
bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia
(SDM) yang memadai. (Cahyarani et al. 2023)
menjelaskan bahwa implementasi kebijakan
perikanan terukur oleh pemerintah telah mengubah
praktik di pelabuhan perikanan, terutama dalam
kegiatan bongkar muat. Salah satu pegawai PPN
Palabuhanratu menyampaikan bahwa perubahan
signifikan yang terjadi saat ini adalah kewajiban untuk
melakukan penimbangan hasil tangkapan dengan
akurat setelah bongkar muat. Aktivitas ini tidak dapat
berjalan tanpa kehadiran enumerator dari PPN
Palabuhanratu, yang harus selalu siaga saat kapal
melakukan bongkar muat.

Pada tahun 2023, terdapat 12 petugas operasional,
termasuk enumerator dan petugas statistik, yang

bertugas membantu proses bongkar muat kapal
perikanan pascaproduksi. Pada tahun 2024, terjadi
penambahan satu enumerator, namun tidak ada
penambahan pada petugas operasional lainnya.
Perubahan ini bukan disebabkan oleh implementasi
PERMEN KP 2/2023, melainkan merupakan
penyesuaian kebutuhan tenaga kerja oleh PPN
Palabuhanratu. Kepala PPN Palabuhanratu
menjelaskan bahwa penyesuaian tenaga kerja
tersebut tidak berkaitan dengan peningkatan jumlah
kapal pascaproduksi, melainkan lebih pada perbaikan
jam kerja yang lebih layak, khususnya bagi
enumerator. Berdasarkan wawancara dengan
enumerator di PPN Palabuhanratu, tidak ditemukan
kendala dalam pelaksanaan tugas, meskipun pada
beberapa kesempatan dibutuhkan tenaga tambahan.
PPN Palabuhanratu memilih penyelesaian masalah
ini denganpemberlakuan lembur bagi enumerator yang
tidak sedang bertugas. Sesuai dengan prinsip
pembagian kerja shift dan lembur yang dijelaskan oleh
Ratih et al. (2020), efektivitas kerja dan proporsi
lembur yang ideal harus diatur dalam Perjanjian Kerja
Bersama (PKB). Hingga saat ini, penambahan
enumerator baru dinilai belum diperlukan.

ANALISIS KEBIJAKAN
Kapal Pascaproduksi di PPN Palabuhanratu

Penambahan kapal pascaproduksi di PPN
Palabuhanratu berkontribusi terhadap peningkatan
pendapatan PNBP dari pungutan hasil perikanan,
sebagaimana tercatat dalam data E-PIT tahun 2023–
2024. Seiring dengan peningkatan aktivitas bongkar
muat, kapasitas kolam pelabuhan menjadi semakin

Dampak Penerapan……di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Fachrezy, A.M., et al)
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terbatas, menimbulkan antrian kapal dan menyulitkan
manuver keluar-masuk maupun sandar di dermaga
(Aulia et al. 2017). Hutapea et al. (2018) menyebut
bahwa meskipun PERMEN KP No. 8 Tahun 2012
mengatur kapasitas minimal pelabuhan perikanan,
banyak pelabuhan di Indonesia belum menyesuaikan
infrastruktur fisik secara memadai. Kasus serupa
terjadi di PPI Karangsong, yang melayani kapal >10
GT namun tidak mengalami pembesaran kolam,
sehingga aktivitas bongkar muat terganggu akibat
kepadatan (Muhidin & Nursahbani, 2021).

Pemilik dan pengurus kapal pascaproduksi di PPN
Palabuhanratu menyatakan bahwa sosialisasi yang
dilakukan oleh pihak pelabuhan telah berjalan dengan
baik dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara,
mereka mengapresiasi upaya pelabuhan dalam
memfasi l i tasi proses sosial isasi kebijakan
pascaproduksi, yang mencakup diskusi,
penyampaian informasi, pengenalan aplikasi E-PIT
bagi pemilik kapal dan nahkoda, serta pelatihan
penggunaan aplikasi tersebut.

Beberapa pemilik kapal yang telah kooperatif sejak
awal penerapan kebijakan menyatakan bahwa pihak
pelabuhan menghimbau pendaftaran kapal
pascaproduksi paling lambat Desember 2023, dengan
risiko penangguhan Surat Izin Penangkapan Ikan
(SIPI) bagi yang belum memenuhi persyaratan.
Namun, pada tahun 2024 masih terdapat sejumlah
kapal yang memenuhi kriteria pascaproduksi tetapi
belum didaf tarkan. Salah satu responden
menyebutkan bahwa kapal miliknya belum dilengkapi
freezer, sehinggaharga jual ikan lebih rendahdibanding
kapal yang memiliki fasilitas tersebut. Hal ini menjadi
persoalan karena perhitungan PNBP pascaproduksi
didasarkan pada harga acuan pemerintah, yang tidak
mempertimbangkan variasi infrastruktur kapal.
Responden juga menilai bahwa beban pungutan tidak
diimbangi dengan peningkatan fasilitas atau dukungan
bagi pelaku usaha perikanan. Temuan ini bersifat

kontekstual, namun dapat dibandingkan secara
konseptual dengan pelabuhan lain yang memiliki profil
kapal, infrastruktur, dan skema pungutan yang serupa.

Fasilitas Bongkar Muat

Fasilitas penunjang bongkar muat di pelabuhan
perikanan termasuk dalam kategori fasilitas fungsional,
bukan pokok (Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia 2012). Alat angkut ikan yang
disediakan di PPN Palabuhanratu dinilai sudah
memadai, dan berdasarkan wawancara dengan
pegawai pelabuhan, fasilitas tersebut dipinjamkan
tanpa biaya sewa kepada pelaku usaha, berbeda
denganbeberapapelabuhan lainyangmemberlakukan
tarif sewa. Praktik ini dinilai memperkuat fungsi
pelayanan publik pelabuhan dalam mendekatkan
pemerintah dengan pengusaha perikanan. Namun,
kondisi di pelabuhan lain menunjukkan variasi. Di PPP
Lempasing, belum ada pengembangan fasilitas pasca
penerapan kebijakan pascaproduksi karena fasilitas
sebelumnya dianggap masih layak digunakan
(Machdani et al. 2023). Sementara itu, di PPP Bacan,
hingga tahun 2024 fasilitas pelabuhan belum
dikembangkan meskipun tingkat pemanfaatannya
telah mencapai 100% (Hardin et al., 2024).

Fasilitas yang dimiliki oleh PPN Palabuhanratu
digunakan oleh seluruh masyarakat yang bekerja di
PPNPalabuhanratu, baik olehpekerja TKBM, nelayan,
dan bagian-bagian dari pengusaha perikanan. PPN
Palabuhanratu menyediakan fasilitas ini sebagai
bentuk fungsi pemerintahan sebagai penyedia jasa
bagi masyarakat perikanan yang beraktivitas di area
pelabuhan (Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia, 2012). Pada gambar 7 dapat
dilihat hasil wawancara telah dilakukan untuk melihat
seberapa berpengaruh fasi l i tas yang sudah
dikembangkan oleh PPN Palabuhanratu yang terasa
bagi pelaku perikanan di l ingkungan PPN
Palabuhanratu.

Gambar3. GrafikPenilaianPemanfaatanFasilitasBongkarMuatKapalPerikananPascaproduksiPPNPalabuhanratu.
Figure 3. Assessment of the Utilization of Post-Harvest Unloading Facilities at PPN Palabuhanratu.
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Gambar 4. Pembagian Narasumber Berdasarkan Peran di PPN Palabuhanratu.
Figure 4. Categorization of Respondents by Role at PPN Palabuhanratu.

Gambar 3 dan Gambar 4 menyajikan hasil
wawancara terkait tingkat kebermanfaatan fasilitas
bongkar muat yang disediakan oleh PPN
Palabuhanratu, dengan kategori penilaian meliputi
“tidak membantu,” “kurang membantu,” “membantu,”
dan “sangat membantu.” Sebanyak 40 responden dari
berbagai latar belakang, termasuk tenaga kerja
bongkar muat dan pemilik kapal, diwawancarai
menggunakan metode snowball sampling, yaitu teknik
pemilihan responden berdasarkan rekomendasi dari
responden awal (Biernacki & Waldorf 1981).
Mayoritas responden (22 orang) menilai fasilitas
tersebut “kurang membantu,” 10 orang menilai
“membantu,” dan 8 orang menyatakan “tidak
membantu,” tanpa ada yang memberikan penilaian
“sangat membantu.” Temuan ini menunjukkan bahwa
fasilitas pelabuhan masih perlu ditingkatkan agar
dapat memenuhi kebutuhan operasional pelaku usaha
perikanan secara optimal. Sejalan dengan pendapat
Creswell & Creswell (2018), bahwa akurasi evaluasi
harus didasarkan pada alasan yang jelas dan
representatif.

Meskipun fasilitas di PPN Palabuhanratu telah
sesuai dengan kategori dalam PERMEN KP No. 8
Tahun 2012, beberapa aspek perlu disesuaikan
dengan kondisi di lapangan. Kolam I memiliki luas
lebih besar dibanding Kolam II, namun kedalamannya
hanya berkisar antara 0,5–2 meter (PPN
Palabuhanratu, 2022), sehingga tidak memadai untuk
kapal di atas 30 GT yang termasuk kategori
pascaproduksi. Menurut Lubis & Mardiana (2011)
kedalaman minimal yang aman bagi kapal >30 GT
adalah 2 meter atau lebih. Berdasarkan keterangan
kepala operasional pelabuhan, Kolam I memang
diperuntukkan bagi kapal <10 GT dan tidak dapat
diakses oleh kapal berukuran lebih besar. Hasil
observasi menunjukkan bahwa Kolam I telah padat
dengan perahu kecil dan tidak memungkinkan
digunakan oleh kapal pascaproduksi. Akibatnya,
kapal-kapal pascaproduksi sangat bergantung pada

kapasitas dan kondisi Kolam II.

Kolam II di PPN Palabuhanratu memiliki kedalaman
yang memenuhi kriteria minimum untuk pelabuhan
perikanan tipe B, yaitu 3 meter. Namun, berdasarkan
keterangan pengurus kapal, kedalaman aktual kolam
telah mengalami pendangkalan hingga hanya 0,5–1
meter, sehingga kapal berukuran besar, seperti kapal
143 GT, tidak dapat bersandar (Hutapea & Ikhsan
2023). Pendangkalan ini berdampak signifikan pada
kapal pascaproduksi berukuran >30 GT yang menjadi
target utama kebijakan. Selain itu, pengurus kapal
juga mengeluhkan kerusakan fasilitas minor seperti
fender dan bolder, serta mempertanyakan ketepatan
harga acuan ikan yang digunakan pemerintah dalam
perhitungan PNBP pascaproduksi. Mengingat fasilitas
pelabuhan berperan penting dalam mendukung
aktivitas perikanan, evaluasi rutin terhadap kondisi
fisik dan kesesuaian layanan sangat diperlukan (Warid
et al. 2023).

Saat ini, pengembangan perbaikan fasilitas pokok
yang dapat menunjang aktivitas kapal pascaproduksi
di PPN Palabuhanratu belum mampu menyelesaikan
masalah-masalahyangdihadapi pengusahaperikanan
yang memiliki kapal pascaproduksi. Menurut Kepala
Operasional, beliau sudah melakukan pengajuan
mengenai pengembangan fasilitas ini, jauh dari
sebelum diberlakukannya PNBP Pascaproduksi
namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai
perbaikan fasilitas pokok pelabuhan. Pengajuan yang
dimaksud adalah pengajuan perbaikan kepada pihak
KKP, beliau melanjutkan harus adanya persetujuan
terlebih dahulu mengenai perkembangan fasilitas
tersebut yang memang memakan biaya yang sangat
banyak. Hal itu didukung oleh pernyataan dari pihak
Kepala Pelabuhan PPN Palabuhanratu, pengajuan
perbaikan kolam selalu diajukan kepada pusat (KKP)
untuk menunjang penambahan kapal diatas 30 GT
dan terciptanya lingkungan yang baik untuk aktivitas
kapal perikanan. Pihak pelabuhan berbicara
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mengenai adanya prioritas selain pembangunan
wilayah perikanan dan lebih penting yang sedang
dijalani oleh negara, pasalnya PNBP pungutan hasil
perikanan pascaproduksi langsung dikelola oleh
negara dan tidak melewati pelabuhan perikanan
terlebih dahulu.

Sumberdaya Manusia

Berdasarkan hasil observasi, kebijakan
pascaproduksi tidak menunjukkan dampak signifikan
terhadap jumlah tenaga kerja bongkar muat (TKBM)
di PPN Palabuhanratu. Fluktuasi jumlah TKBM lebih
dipengaruhi oleh dinamika tenaga kerja harian yang
bersifat informal. Salah satu TKBM yang telah lama
bekerja menyatakan bahwa tidak ada sistem
keanggotaan resmi atau kontrak kerja yang mengikat;
siapa pun yang bersedia membantu dapat langsung
bergabung. Kondisi ini juga ditemui di Pelabuhan
Perikanan MuaraAngke, di manaTKBM dikategorikan
sebagai pekerja lepas harian (Nadia 2017). Dengan
demikian, meskipun terdapat perubahan dalam
mekanisme bongkar muat akibat kebijakan
pascaproduksi, hal tersebut tidak berpengaruh
langsung terhadap struktur atau jumlah TKBM yang
terlibat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Kesimpulan

Terjadi penambahan jumlah kapal pascaproduksi
pada tahun 2024 sejumlah 27 kapal yang mulanya
hanya berjumlah 60 unit kapal hingga pertahun 2024
berjumlah 87 unit. Perkembangan fasilitas bongkar
muat kapal perikanan di PPN Palabuhanratu hanya
berupa penambahan selasar bongkar muat saja dan
belum dikembangkan sesuai dengan keinginan
pemilik kapal perikanan pascaproduksi. Dan terakhir,
Sumberdaya Manusia yang tersedia di PPN
Palabuhanratu unutk mendukung kegiatan bongkar
muat kapal perikanan pascaproduksi sudah cukup
untuk menjalankan kegiatan tersebut, sehingga tidak
ada tambahan orang untuk mendukung kegiatan
pascaproduksi.

Rekomendasi

Kegiatan pascaproduksi membuat negara
menerima lebih banyak pemasukkan PNBP dari
sebelum adanya pascaproduksi, dengan hal itu
pemerintah seharusnya dapat lebih mengembangkan
fasilitas yang disediakan untuk menunjang kegiatan
penangkapan ikan dan dapat mensejahterakan
masyarakat pesisir dengan pemasukkan yang ada
untuk mengembangkan fasilitas di pelabuhan, dan

setidaknya memperbaiki fasilitas yang sudah ada
agar lebih memudahkan pengusaha perikanan
maupun masyarakat pesisir untuk meningkatkan taraf
hidup masyarakat pesisir.
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